SALINAN

BUPATIMANGGARAIBARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

Menimbang

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI MANGGARAI BARAT,

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan
Bupati Manggarai Barat Nomor 34 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Manggarai Barat Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Manggarai
Barat, dipandang perlu melakukan penyesuaian
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Manggarai Barat;

bahwa Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 9
Tahun 2023 tentang Penjabaran Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak sesuai lagi
dengan perkembangan peraturan perundang-
undangan, maka perlu dicabut dan disusun
Peraturan Bupati yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat

tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata



Mengingat

|

Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Manggarai Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4271);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undaang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik



10.

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan
Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Nomor S5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai



Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 167)
sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai
Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai
Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai
Barat Nomor 235); Peraturan Bupati Manggarai
Barat Nomor 116 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 76
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan
Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor
116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.

2. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai
Barat;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai
Barat.

5. Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Manggarai Barat.



(1)

(2)

Kepala Badan adalah Kepala Badan  Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Manggarai Barat.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri
Sipil/ASN yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat
yang berwenang sesuai bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
Tugas dan Fungsi adalah pekerjaan yang menjadi tanggungjawab dan

dilaksanakan oleh Badan Riset dan lnovasi Daerah.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Riset dan Inovasi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan
kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di
daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan
penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan
pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman
pada nilai Pancasila.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta
invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan
kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai
landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala
bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan
sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman
pada nilai Pancasila;

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset
dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian,

dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

S



d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan
inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah,;

e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan,
penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan
inovasi di daerah;

f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan
pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di
daerah;

g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengadian kepada
masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh
lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;

h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;

i. pelaksanaan administrasi badan; dan

j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

Pasal 3

Sekretariat Badan Riset dan Inovasi Daerah yang dipimpin oleh
sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan
pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan, program,
pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum.

Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan kebijakan teknis berdasarkan kebijakan
Badan Riset dan Inovasi Daerah;

b. penyelenggaraan dan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi
urusan program, perlengkapan, keuangan dan pelaporan serta
urusan kepegawaian dan umum,;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang pada Badan Riset dan
Inovasi Daerah;

d. pengoordinasian pelaksanaan penataan arsip/perpustakaan,
penertiban administrasi dan persuratan Badan Riset dan Inovasi
Daerah;



pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan urusan
program dan perlengkapan, keuangan dan pelaporan serta urusan
kepegawaian dan umum,

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, kerja sama, hubungan
masyarakat pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;

pembinaan dan tata laksana Badan Riset dan Inovasi Daerah;
pengoordinasian penyiapan dokumen perencanaan dan kerangka
regulasi berkaitan program dan pelaporan pada Badan Riset dan
Inovasi Daerah;

pengoordinasian dan  pelaksanaan penyusunan dokumen
perencanaan  program/kegiatan/anggaran dan  penyusunan
laporan-laporan kegiatan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan
pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;

pengoordinasian penyusunan bahan rencana strategis (Renstra),
rencana kerja (Renja), rencana kinerja tahunan (RKT), rencana kerja
anggaran (RKA), dokumen penyelenggaraan angaran (DPA),
perubahan DPA, penetapan kinerja (Tapkin), laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (LAKIP), bahan laporan keterangan
pertanggung jawaban (LKPJ), dan bahan laporan penyelenggaraan
pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan Riset dan Inovasi
Daerah;

pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;

pengoordinasian penyusunan rencana kerja keuangan sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

. pengoordinasian  penyiapan, pengolahan data, pengelolaan
administrasi keuangan dan pelaporan Badan Riset dan Inovasi
Daerah;

pengoordinasian penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan
Badan Riset dan Inovasi Daerah;

pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam meneliti kelengkapan
surat permintaan pembayaran (SPP) UP, GU, TU, LS, gaj dan

tunjangan PNS dan LS pengadaan barang dan jasa,;



p. pengoordinasian pelaksanaan  verifikasi surat permintaan
pembayaran (SPM) UP, GU, TU, LS, gaji dan tunjangan PNS dan LS
pengadaan barang dan jasa sesuai SPP yang diajukan;

q. pengoordinasian pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan dan
pertanggungjawaban belanja;

r. pengoordinasian pelaksanaan akuntansi Badan Riset dan Inovasi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

s. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan sarana, prasarana,
perlengkapan dan operasional lainnya.

t. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan dan
penatausahaan barang milik Daerah pada Badan Riset dan Inovasi
Daerah;

u. pengoordinasian rekonsiliasi dan laporan barang milik Daerah pada
Badan Riset dan Inovasi Daerah;

v. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan
bulanan/triwulan/semesteran dan laporan keuangan akhir tahun
Badan Riset dan Inovasi Daerah;

w. pengoordinasian persiapan dan penyusunan bahan tindak lanjut
laporan hasil pemeriksaan lingkup Badan Riset dan Inovasi Daerah;

x. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan
penilaian atas capaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah; dan

y. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Pasal 4

Subbagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas:

a.

membuat rencana kerja subbagian kepegawaian dan umum sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan upaya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
mengelola urusan pelayanan administrasi umum dan tata usaha surat
menyurat, kearsipan serta dokumentasi;

melakukan pendataan, pengolahan administrasi kepegawaian, urusan
kepegawaian dan hak-hak kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi
Daerah;

menyiapkan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;

melaksanakan penertiban administrasi urusan umum dan kepegawaian;



(1)

(2)

membuat daftar urut kepangkatan (DUK), menyusun daftar penjagaan
kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, penjagaan
cuti, presensi pegawai dan menyusun daftar kebutuhan pegawai serta
memproses cuti pegawai;

menyusun rencana KkKebutuhan pemeliharaan, pengamanan dan
pemanfaatan barang milik Daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah;
melakukan koordinasi pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan
pemeliharaan sarana, prasarana, perlengkapan dan operasional lainnya.
melakukan koordinasi berkaitan dengan penggunaan, peminjaman dan
pengembalian sarana prasarana perlengkapan oleh perangkat Daerah,
lembaga/ pihak lain;

menyiapkan laporan evaluasi dan penilaian kinerja pegawai; dan
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi,
sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian
dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan
anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan
pemerintahan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di
bidang sosial dan pemerintahan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang
sosial dan pemerintahan;

d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;

e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial
dan pemerintahan;

f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan
pengkajian peraturan;

g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing



(3)

(1)

untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya;

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi,

sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian

dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi

a.

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan
anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan
pemerintahan;

penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di
bidang sosial dan pemerintahan;

penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang
sosial dan pemerintahan;

penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial
dan pemerintahan,;

pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan
pengkajian peraturan;

fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing
untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan

fungsinya;

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Riset dan Inovasi

Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Riset

dan Inovasi Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

- 10 -



(2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang

diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Subbagian, dan
Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi sesuai dengan

tugasnya.

Pasal 9

Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah
secara berjenjang bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-

masing.

Pasal 10

Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah
wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahanya dan apabila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah
wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

= 19 =




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Manggarai
Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Barat,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahakan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 12 Juni 2024
BUPATI MANGGARAI BARAT,

S sesnal dengan aslinya,

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 12 A/uni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

e

FRANSISKUS SALES SODO
BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 36
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